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TAHUN 2020 - 2026

KEPALA DESA GIRIJAYA

a, -bahwa untuk-memberikan kejelasan arah pembangunan

yang ingin'dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengah Desa yang -disusun
berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;

. bahwa untuk m'é]a_ksana_.kan_- pcmbanguna_n—." dalam skala

Desa terscbut, pelaksanaannya sesuai-dengan. daftar skala
prioritas pada penghasilan letap. Kepala Desadan
Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa, Intensif Lembaga dan Organisasi
Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat

‘Desa, penyelenggara: pemerintah Desa dan partisipasi

masyarakat maka. perlu ‘dibuat perubahan ‘Rencana
Pembangunan J angka Menengah Desa [RPJM Desa);

. ‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a

darni b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa. '

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah: Pusat dan
Pemerintahan Daerah. (Lembarani Negara Republik:
Indonesia Tahun- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lémbaran .
Negara Republik Indonesia Tahun.201 1 Nomor 82);

. Undang:undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,:

(Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2014 Nomof
7Y% :

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 .
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun: 2014 tentang Dana Desa Yang. Bersumbér: Dari

- -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lémbaran

Negara Republik' Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambzhan  Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor
5558). o e _

5. Peraturan Pemierintah Nomior 11 “Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas ‘Peratwran Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang -Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -



. Ménctapkar

6. Pcratumn Mmtcn Dalam Ncgen Nomor 111 Tahun 2014 '

tcntnng Pedomar Teknis. Pcr'lturan di’ Dcsa

7. Peraturan Mcnten Dalam Negeri’ Nomor 114 Tahun 2014
: tcntang Pcdoman Pembangunan Desa; '

- 8. Peraturan Mcntcn Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018"

tcntang Pcngclolaan Keuangan Desa;

- 8. P-:.raturan Mcntcn Dcsa, I’DT da.n ﬁanémigraSL 'No'moi' B

Tahun 2015 tentang. Pedoman kewenangan Berdasarkan
IIak Asal:Usul dan chcnangan Lokal Berskala Dcsa,

10. Pcral.uran Menten Desa, PDT dan ’I‘ransmlgram Nomtor 2
Tahun. 2015 ientang Tata: Tertib- dan Meckanisme
‘Pengambilan:Keputusan Musyawarah Desa;

11;Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan ‘Pacrah 'I‘crtmggal
dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

tentang  Pembangunan dan Pcmbcrdayaan ‘Masyarakat
Desa;

12;Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor.4 Tahun 2015

tcntang Desa {Lembaran Daecrah Kabupatcn Cianjur Tahun .
2015 Nomor 4);-

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang

" Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten-
Cianjur Kepada Desa: (Berita -Dacrah Kabupaten Cianjur
“‘Tahun 2017 Nomor 3);

14, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa ‘Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Clan_] ur Ta.hun 2018 ‘Nomor 73);

15. Peraturan Bupati Cun:gur Nomor ‘79 Tahun 2018 tentang
Pedoman Badan Permusyawaraian Desa (Berita Dacrah-
Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);

16, Peraturan Bupati- Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa {Benta ‘Daerah
Kabupaten Cianjur Tabun 20 18 Nomor 97),

17.Peraturan Bupati: Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 téntang
‘Tata Cara-Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tabun 2019 Nomior 17),

18.Peraturan Desa Girijaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang
chcnangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokdsi
Berskala Desa.

Dengan. Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIJAYA

dan
 KEPALA DESA GIRIJAYA

MEMUTUSKAN

RDNCANA PDMBANGUNAN JANGKA MEN‘ENGAH DESA
(RPJM Desa] TAHUN 2020 ~ 2026 :

" BAB1 .
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

) Dn]am Peraturan Desa ini y'mg dimaksud dcngan :
-Daerah adalah Kabupalcn Cianjur '

. Pemerintah Daerah ada]ah Pcmcrmtah Kahupatcn Cmnjur

Bupan adalah Bupau C:anjur

Dewan Pemrakﬂnn Rakyat Dacrah adn!ah Dewar Pcrwnki]an Rakyat Daerah
l{abupatcn Cianjur

.- Camat adalah Perangkat Dacrah yang mcmpunym mlnyah kcqa d: t.mgkat'

chamatan dalam Kabupatcn Cmnjur

.. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dcngan nama lmn, Sclan_lul.ﬂ)'a discbut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang ‘untuk mengatur dan’ mengurus urusan pemerintahan, kepcnt.m;,an-

masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal-usul, d:m / T

Thak tradlstonal yang, diakui- dan dihormati dulnm sislem Pemerintahan Ncgam
Kesatuan chubllk Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah pcnyclcnggam urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Pcrmusyawaratan ‘Desa- atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang’ melaksanakan fungsi pemenntahan yang anggolanya mcrupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan kelerwakilan wilayah dan d1tctapkan.
secara dcmokratls,

Pemerintahan Desa adalah  penyeclenggaraan - urusan pcmcnntahan dzm-
kepenungan masyarakat setempat dalam system pcmermtahan Negara Kesatuan
chubhk Indonesia.

Pemerintah Desa adalah- I(epala Desa atan’ yang disebut nama lain dibantu
perangkat Desa. sebagm unsur pcnyclcnggaraan pemerintaban Desa;

Peraturan Desa - adalah :Peraturan pcrundang-undangan yang ditetapkan. oleh

Kepala Desa setelah. dibahas dan ‘disepakati bprsama_Badan_Pennusy_awamtan

"Desa;

12, Rencana: Pembangunan ‘Menengah Desa selanjutnya dlsmgkat RPJM DESA

q.

adalah . rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka wakm 6. (cnam]_ '
tahun;

BAB Il
TATA CARA PENYUSUNAN. DAN. PENDTAPAN
RPJM-DESA 2020-2026

Pasal o

' chcangan RPJM Dcsa dxsusun olch Pemerintahan Desa; .
Dalam mcnyusun ranca.ngan: RPJM Dcsa, Pcmcrmtaha_n ‘Desa _ harus_

mcmpcrhaukan dcnga.n sungguh-sungguh asp:ras1 yang bcrkcmbang di.

: masyamkat yang . deadam 01{.11 Lcmbaga Kcmasymakatan Desa;
. Rancangan RPJM Desa yang belabal dari Pemerintahian Desa msampnkan oh,h .

}(epala Desa  kepada- pcmangku : kcpenungan ya.ltu BPD Lcmbaga '_

} l(cmasyarakatan PI(I( I(PM 'I‘okoh Masyamkat lokoh Agama, dan- snbagamyﬂ.

Sctt.lah mcnyusun rancangnn RPJM Dcsa Pcmenntahan Desa mcnyampaﬂmn
rancangan _ RPJM Deszm I:t,pada Badan Pc,rmusyawaratan Dcsa untuk




melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk menbahas dan -
' mcnycpakau rancangan RPJM DESA men_]adl dokumen . RPIM. Dcsa dalam
bcntuk Peraturan Desa; - - :

S. "Musyawara.h -Desa  Penyusunan RPIJM Dcsa d1selenggarakan oleh - Badan
Peérmusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Bada.n Pcnnusyawaramn Desa

| Pémerintah-Desa, dan Unsur Masyarakat '

.(5-._ _Sc.tclah dxlakul;an Musyawarah Dcsa Pcnyusunan RPJM Desa scbagamlana
dimaksud - dalam ayat : '_(4) dan. {8} maka Kepala
Desa mengeluarkan Peraturan Desa  tentang Dokumcn RPJM, Desa -serta '
mcmermtahkan Keurani Désa untuk mengundangkan dalam Lcmbaran Desa

"BAB I
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RPJM-DESA o

‘Pasal: 3.

1. - Setelah dllakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM  Desa sebagaunana
dimaksud dalam ayat (4) dan (9) maka Kepala
Desa-mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa  serta
memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam- Lembaran Desa'

2, Mekanisme pengambilan keputusan dalam: forum ‘Musyawarah Desa Penyusunan
RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
_BABIV
VISI DAN MISL
Pasal'4
Visi : ‘Mewijudkan Pembangunan dan. Pemberdayaan yang Berkelanjutan,

Serta tata kelola pemermtahan yang bersih, bertanggung jawab-dan
'transparan menuju Girijaya Adil Makmur dan Sejahtera”

Misi . 1.. Melanjutkan Program. plt:::snf;lkgmn infrastruktur desa secara merata dan berk
-2, Meningkatkan kegiatan- keagamaan guna terwu]udnya masyarakat yang
berakhlakul karimah;
3.- Mewujudkan’ peningl&atan sarana. prasarana olah raga serta peninglkatan "
peran-pemuda supaya bcrpreslzs: dalam: bidang olah raga; o
4 Meningkatkan kapasmas dan.. kualitas sumberdaya . manusm bldang'
pendidikan, kesehatan dan pertanian;.
5. Mewujudkan: kerajinan tangan. lul{al sebagai Produk. Ungguhn ‘Desa
(PRUDI:S) serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat,
. 6. Peninglcatnn peran-serta ‘masyaralat dalam’ kegiatan pembangunan dan- o

' pemberdayaan serta. pemanl‘aatan sumber daya alam

BAB v
STRA’I‘EGI DAN ARAH I(I}BIJAKAN

_Pasal- 6



Stratcg,l Pcmbangunan D(.sa

I
7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :
‘Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

1.

2.
¥
a4

Menmgkatkan kualitas dan kutmums pemerintahan Desa _
Menmgkatkan ‘pembangunan Desa dengan memenuhi  kebutubhan  dasar
masyafakat' Desa

Mclaksanakan program pemberdayaan maqyarakm_ Desa,

Mcnmgkatkan parlisipasi masymakat didalam pcmbangunan Desa agar Desa

“menjadi bcrk(.mba.ng dan mandm
"I‘crcnptanya lingkungan yang ber]cuamaq, schat dan lestari

Terwujudnya ‘pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pnda_pcmcrimnhnn

' yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat _
Terwujudnya  perubaban Desa menuju  scjahtera dan mandiri  dengan
meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa;

Terwujudnya kualitas pemérmtahhh' Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan
‘pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa ;
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Bela:n]a Kepala Desa dan- Pera.ngkat Desa;
Tunjangan Bad_an Permusyawaratan Desa;
Tunjangan Lembaga/Organisasi Desa

Program Operasional Pemerir_ntahan Desa;

Program Operasional BPD;

'Program Pelayanan Dasar;
Program Pelayanan dasar infrastruktur;.
- Program Kebutuhan primer pangan;
Program Pelayanan dasar pendidikan;
. Program Pelayanan kesehatan;
:'Program Kebutuhan primer Sandang;.
. Program Penyeleriggaraan Pemerintahan Desa;
. Program Ekonomi produktif;
g Program Pcmngkatan kapa31tas sumbcrdaya apa.ratur Desa,
: Program Pcnunjang penngatan ha.n—han besar;

. Program Penguatan BUMDesa
- BABVI
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 9

; Hal-hal lam yang belum cukup d1atur da]a.m Peraturan Dcsa RPJM: Desa ini. akan -

dlatur oleh Pcraturan Kepala Desa dan I{epumsan I(cpala Desa,



Pasal 10
1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM DDSA ini mulai berlaku pada saat
diundangkan. ' © '
2. Apar scHap orang dapat mengetahuinya,: memerintahkan pengundangan -
‘Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di- : Girjjaya
Pada Tanggal @ 09 Juli 2020

o I(cpala Desa Gu/-u ya,

N #

Diundangkan di  : Girfjaya alee b
Pada Tanggal 1 0g Juli 2020

Sekretaris Desa Girijaya,

EDH LAN HERMAWAN
LEMBARAN DESA GIRIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 5.



